
   SALINAN      

        

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018-2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAMASA, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang–

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dimana Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan 

hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, lebih 

lanjut dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Pasal 342 ayat (1) huruf c, terjadi perubahan yang 

mendasar dan ayat (2) huruf b, sisa masa berlaku RPJMD 

kurang dari tiga (3) tahun serta ayat (3) Perubahan  yang  

mendasar  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, 

krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 

keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan 

kebijakan nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dapat diubah;  

 

 



   b.  bahwa perubahan mendasar dimaksud adalah perubahan 

kebijakan nasional yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta 

terjadinya bencana nasional yaitu wabah Covid-19 yang 

mengakibatkan krisis ekonomi; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023; 

  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;   

    2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186);  

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2286);  

    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

    5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

    6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

    7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

    8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

   9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5360);  

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);   

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

    17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);  

    18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

    19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 

    20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik ndonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

    21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran 

Corona Virus Disearse 2019 (Covid-19); 

    22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

    23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencangan 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

    24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 

Tahun 2018 Nomor 459);  

    25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

    26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

 

 

 



    27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);   

    28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya 

Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

    29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  30.  Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran 

dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

dilingkungan Pemerintah Daerah;  

     31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 130/736/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan 

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;  

    32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 

Nomor 68);  

    33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;  

    34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 93);  

    35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161);  

    36. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mamasa  Nomor  3  

Tahun  2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 

2019 Nomor 1). 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 

 

dan 

 

BUPATI MAMASA 

 

MEMUTUSKAN : 

  

 Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 3 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018-

2023 

 

 Pasal I 

   

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 1) 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 7 

  

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2018-2023, masih tetap berlaku sampai dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 

ini.  

2.  Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Pasal II 

  

                  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamasa.  

 

                  Ditetapkan di Mamasa 

                  pada tanggal, 05 Juli 2021     

 

                  BUPATI MAMASA, 

 

     ttd. 

 

                  RAMLAN BADAWI 

 

 

 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal, 05 Juli 2021       

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,  

 

        ttd. 

 

ARDIANSYAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 01 

NOREG PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           SALINAN 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMASA 

TAHUN 2018-2023 

  

I. UMUM 

RPJMD Kabupaten Mamasa merupakan dokumen perencanaan Kabupaten 

Mamasa untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan 
arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di 
Kabupaten Mamasa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD dituangkan 
dalam penjabaran dari visi, misi, dan program strategis Kepala Daerah 
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 

Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas 
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.  

 

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja, telah  dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023. 
 

Bahwa sehubungan dengan perubahan yang mendasar yaitu perubahan 

arah kebijakan nasional yakni Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan 
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 
merupakan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta terjadinya 
Bencana Nasional wabah Covid-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi 

melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disearse 
2019 (Covid-19) ditindaklanjuti melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran 
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan 

Pemerintah Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 

tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan 



Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang berdampak pada 
perubahan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten 
Mamasa merekomendasikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Mamasa perlu dilakukan perubahan agar 

terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJMN, RPJMD, 
RENSTRA, RKPD dan Renja PD. dan penyesuaian target pembangunan 
daerah.  

 
Bahwa guna integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar 

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah antara Pusat dan Daerah 
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap isu strategis 

pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan 
arah kebijakan pembangunan, program prioritas pembangunan daerah 

dan kerangka pendanaan program pembangunan daerah serta target 
pembangunan daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Mamasa  Tahun 2018-2023 perlu untuk disesuaikan.  

  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023  

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I  
Cukup jelas  
 

Pasal II 
Cukup jelas   

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 01 

 

 

 

 

 

 

 
 


